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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna 
menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di 
satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki 
kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lainnya ada 
kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha 
namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit 
atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan 
keduanya diberlakukan intermediary yang akan bertindak selaku 
kreditor yang akan menyediakan dana pada debitor. Dari sinilah timbul 
perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. 
Globalisasi di bidang ekonomi mendasarkan diri pada ekonomi 
pasar. Tetapi dalam ekonomi yang makin besar tidak semua bidang 
dapat digarap oleh swasta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945 : “Bahwa segala sesuatu yang 
menyangkut  hajat hidup orang banyak, dikuasai Negara”. 
Wujud penguasaannya antara lain diimplementasikan dalam 
bentuk BUMN. BUMN secara keseluruhan disorot masyarakat karena 
tata kerjanya yang tidak efisien dan tidak produktif. Inefisiensi dan 
rendahnya produktivitas BUMN konon karena intervensi yang terlalu 
bessar dari departemen teknis yang membawahi BUMN, sebagian 
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yang lain mungkin tidak tepat. Setiap organisasi berhubungan erat 
dengan lingkungannya. Lingkungan BUMN dewasa ini mengalami 
perubahan-perubahan mendasar yang dramatis dan sering di luar 
dugaan. Perubahan lingkungan itu tercermin pada perubahan 
struktural dalam produk nasional dan internasional. Agar badan usaha 
dapat hidup terus, badan usaha ini harus sanggup bersaing. Dalam 
kaitannya dengan penciptaan daya saing maka setiap badan usaha 
harus dapat beroperasi secara efisien sebagai ukuran penampilan 
utamanya. 
Perusahaan  umum (public corporation) adalah salah satu 
bentuk BUMN yang ada sekarang ini. Berdirinya perusahaan umum 
merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri sebagai kesatuan 
organisasi yang terpisah atau otonom, dilandasi pada tujuan 
pelayanan masyarakat atau public service, selain itu juga untuk 
memupuk laba. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah 
melalui penanaman kekayaan yang dipisahkan, perum dipimpin oleh 
direksi yang diangkat oleh pemerintah dan diawasi juga oleh 
pemerintah (Panji Anoraga, 1995:124) 
Sebagai BUMN perum dituntut untuk meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan 
dalam operasional dibutuhkan suatu penilaian atas kinerja yang telah 
tercapai secara berkala. Penilaian kinerja tersebut mengacu pada 
keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 tentang 
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peningkatan Efisiensi dan produktivitas Badan Usaha Milik Negara, 
kemudian diperbaharui dengan keputusan No. 826/KMK. 013/1992. 
Penilaian kinerja dengan menggunakan keputusan menteri keuangan 
menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, karena itu penilaian itu 
penilaian seperti ini hanya dilakukan pada kantor pusatyang laporanya 
baik keuangan maupun non keuangan telah terkondolidasi. 
Perum pegadaian sebagai salah satu BUMN merupakan suatu 
lembaga keuangan non bankyang bergerak dalam usaha utamanya 
menyalurkan kredit atas dasar hokum gaddai dengan jaminan barang 
bergerak kepada senua lapisan masyarakat yang membutuhkannya. 
Dalam menjalankan usahanya perum pegadaian membagi wilayah 
kerjanya menjadi 14 (empat belas) wilayahnya yang tersebar di 
Indonesia.Kantor Wilayah Makassar merupakan salah satu wilayah 
yang mengelolah 62 kantor cabang yang ada di kawasan timur 
Indonesia. 
Dilandasi pada kondisi di atas maka dipandang perlu bagi 
perum pegadaian untuk dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakatdalam rangka pemberi kredit,khususnya terhadap 
pengusaha kecil yang sangat membutuhkan suntuikan investasi 
dengan kemudadhan suku bunga kecil sehingga tidak membebani 
kinerja usaha iyu sendiri. Dalam pelaksanaan penyaluran kredit bagi 
usaha mikro dan kecil (UMK) perum pegadaian melalui kredit 
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Angsuran Sisitem Fidusia (KREASI) berusaha memberikan proses 
pembebanan yang sederhana, mudah, dan cepat. 
Dalam perjalananya, fidusia telah mengalami perkembangan 
yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut 
kedudukan para pihak. Pada zaman romawi dulu, kedudukan 
penerima fidusia adalah sebagai pemegangan jaminan saja. Tidak 
hanya sampai disitu perkembangan selanjutnya juga menyangkut 
kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai 
objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini hanya dapat 
dilakukan atas barang barang bergerak. Namun dalam prakteknya 
kemudian orang sudah mulai  menggunakan fiduaia untuk barang 
barang tidak bergerak apalagi dengan dengan berlakuknya undang 
undanng pokok agraria (UU No.5 Tahun 1960) perbedaan antara 
barang bergerak dengan baarang tidak bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak terwujud menjadi kabur karena undang undang 
tersebut menggunakan permbedaan berdasarkan tanah dan bukan 
tanah. Dengan lahirnya undang-undang No 42 tahun 1999 tentang 
jaminan fidusia objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang 
berwujud maupun tidak dan hak hak atas tanah yang tidak dapat di 
bebankan hak tanggunagan sebagaimana yang  dimaksud dalam 
undang-undang No. 4  Tahun 1996 tentang hak tanggungan. 
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B. Rumusan Masalah  
Dari uraian latar belakang masalah di atas,yang menjadi 
rumusan masalah adalah : 
1. Bagaiamana pelaksanaan perjanjian sisitem fidusia pada peerum 
pegadaian di wilayah Makassar? 
2. Upaya-upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak perum 
pegadaian, apabila terjadi resiko? 
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Penelitian dilakukan bertujuan: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam pemberian 
kredit angsuran system fidusia ( kreasi) pada perum pegadaian 
di wilayah Makassar. 
b. Untuk mengetahui  upaya-upaya hukum apa yang dapat 
dilakukan oleh perum pegadaian apabilah terjadi resiko. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Memberikan masukan kepada instansi atau lembaga yang 
terkait dan berwenang dalam membuat kebijakan dan juga 
memberikaan masukan kepada para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. 
b. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal yang 
berhubungan dengan kredit fidusia pada umumnya dan 
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khususnya mengenai angsuran system fidusia (KREASI) yang 
dikeluarkan oleh perum pegadaian. 
c. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya 
dan ilmu hukum pada khususnya. 
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     BAB II 
    TINJAUAN PUSAKA 
A. Pengertian Perjanjian 
1. Pendapat Para Ahli Hukum 
Istilah perjanjian (overeenkomst) diterjemahakan secara 
berbeda –beda oleh para sarjan (P.N.H Simanjuntak,1993:330), 
yaitu antara lain: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memakai istilah 
“perjanjian” untuk terjemahan “overeenkomst”. 
b. Utrecht, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan 
“overeenkomst”. 
c. Subekti, memakai istilah “perjanjian” bukan persetujuan untuk 
terjemahan “overeenkomst”. 
d. R. Wirjono Projodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk 
terjemahan “overeenkomst”. 
e. R. Setiawan, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan 
“overeenkomst”. 
f. Soediman Kartohaadiprojo, memakai istilah “perjanjian” untuk 
terjemahan “overeenkomst”. 
Dengan demikian, untuk istilah overeenkomst dipakai dua istilah, 
yaitu perjanjian dan persetujuan. Perkataan perjanjian disebut 
dengan  
 
 
8 
 
 
Persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan 
sesuatu hal hubungan perjanjian dengan perikatan menurut subekti 
(P.N.H. simanjuntak,1999:331), perkataan perikatan (verbintenis) 
mempunyai arti yang lebih luas daripada perkataan perjanjian. 
Perikatan lebih luas daripada perkatan perjanjian sebab perjanjian 
itu dapat terjadi karena: 
a. Perjanjian 
b. Undang-undang 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian 
(oveerekomst) dengan perikatan (verbintenis) mempunyai 
hubungan, dimana perjanjian menerbitkan perikatan dan perjanjian  
merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan 
perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang 
melahirkan perikatan. 
 Pengertian perjanjian itu sendiri oleh para ahli juga diartikan 
secara berbeda-beda pula (P.N.H simanjuntak,1999:330-332), yaitu 
antara lain : 
a. Menurut subekti,perjanjian adlah suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang 
itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. 
b. Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu 
perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak,  
dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 
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melakukan sesuatu hal untuk tidadk melakukan suatu hal, 
sedang pihak lain berhak menuntut pelaksana janji itu. 
c. Menurut R setiawan ,persetujuan adalah suatu perbuatan 
hukum dimana satu orang atau leebih mengikatkan dirinya 
atau saling mengikatkan dirinya terhadp satu orang atau lebih 
d. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
menngikatkandiri untuk melaksanakan suati hal dalam 
lapangan harta kekayaan. 
  Sedangkan pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 
Kitab undang-undang hukum perdata (KUH perdata) bahwa: 
“ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih” 
 
Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum berpendapat 
bahwa defenisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan 
perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUH perdata 
kurang lengkap dan bahkan dapat dikatakan terluas serta banyak 
mengandung kelemahan kelemahan.(Purwahid Patrick, 1994:45) 
sedangkan menurut kartini muljadi dan Gunawan Widjaja (2003:91) 
perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan 
.perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan pada salah satu 
pihak atau lebih pihak dalam perjanjian kewajiban yang 
dibebankanpada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada 
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kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi 
dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut,pelaksanaan 
prestasi tersebut dalam perjanjian yang telah ddisepakati oleh para 
pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan perikatanyang terbirt 
dari perjanjian tersebut, dalam hal debitur tidak melaksanakan 
perjanjian yang telah di sepakati tersebut maka kreitur berhak 
menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum ,tidak 
sepenuhnya,atau tidak sama sekalidilaksanakan atau yang telah di 
laksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan 
perjanjikan, dengan atau tidak diserta dengan penggangtian berupa 
bunga ,kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur. 
Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan 
pada pasal 1313 KUH perdata tersebut, ternyata bahwa perjanjian 
mengakibatkan seseorang meengikatkan dirinya terhadap orang 
lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi 
dari satu atau lebih orang (pihak) kepada suatu atau lebih orang 
(pihak) lainya, yang berhak atas prestasi teersebut rumusan 
tersebut membeerikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu 
perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah 
pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah 
pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing 
pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan 
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dengan berkembangnya ilmu hukum pihak tersebut dapat juga 
terdiri dari satu atau lebih badan hukum. 
Rumusan yang diberikan dalam pasal 1314 KUH perdata 
dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan bahwa atas prestasi 
yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, dapat 
meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan pihaknya tersebut 
(dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh 
R.subekti dan R.Tjitrosoebono disebut dengan istilah dengan atau 
tanpa beban) (Kartini Miljadidan Gunawan Widjdja 2003:91) kedua 
rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. 
Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi 
tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat 
melahirkan perikatan yang bersifat sepihak atau perikatana yang 
tidak timbal balik (dimana hanya satu pihak yang  wajib berprestasi) 
dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua pihak saling 
berprestasi). 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 
terntentu dapat di buat ecara lisan dan andaikata dibuat secara 
tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi 
perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang 
telah menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga jika bentuk itu 
tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Oleh karena itu, bentuk 
tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat 
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pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya 
(bestaanwaarde) perjanjian itu. 
Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih 
dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling 
timbal balik (Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2001:65-66). 
2. Jenis-Jenis Perjanjian 
Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara atau 
beberapa jenis perbedaan tersebut (Mariam Darus Badrulzaman, 
2001:66-69) adalah sebagai berikut: 
a. Perjanjian Timbal Balik 
Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang menimbulkan 
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian 
jual beli. 
b. Perjanjian Cuma-Cuma 
Pasal 1314 KUHPerdata menegaskan bahwa: 
“Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas 
beban, suatu persetujuan dengan suma-cuma adalah suatu 
persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan 
suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu 
manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas badan 
adalah suatu persetujuan yang mewajibkan maing-masing 
pihak yang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 
berbuat sesuatu” 
 
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang 
memberikan keuntungan  bagi salah satu pihak saja, misalnya 
perjanjian hibah. 
c. Perjanjian atas beban  
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Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap atas 
prestasi dari pihak yang  satu selalu terdapat kontra prestasi 
dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya 
menurut hukum. 
d. Perjanjian Bernama (Benoemd) 
Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang 
mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah bahwa perjanjian-
perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk 
undang-undang, perjanjian bersama atau khusus terdapat 
dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata. 
e. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde overeenkomst) 
Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak 
bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, 
tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak 
terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, 
perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya 
perjanjian ini didalam praktek berdasarkan asas kebebasan 
bekontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi. 
f. Perjanjian Obligator 
Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak 
sepakat, meningkatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu 
benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian jual 
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beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas 
suatu benda kepada pihak lain, belum lagi mengakibatkan 
beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada 
pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) 
dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian 
kebendaan). 
g. Perjanjian Kebendaan (zakelijk) 
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan nama 
seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada 
pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblige) pihak itu 
menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (lavering, 
transfer). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian 
kebendaan. Dalam hal ini perjanjian jual beli benda tetap, maka 
perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli 
sementara (voorlopig koopcontract). Untuk perjanjian jual beli 
benda-benda bergerak maka perjanjian obligator dan perjanjian 
kebendaannya jatuh bersamaan. 
h. Perjanjian Konsensual 
Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua 
belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan 
perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian sudah mempunyai 
kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). 
i. Perjanjian Riil 
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Dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya 
berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian 
penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai 
(Pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini 
dinamakan perjanjian riil. 
j. Perjanjian Libertor 
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban 
yang ada, misalnya pembedaan utang (kwijtschelding) (Pasal 
1436 KUH Perdata). 
k. Perjanjian Pembuktian (Bewijsovereenkomst) 
Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah 
yang berlaku diantara mereka. 
l. Perjanjian untung-untungan 
Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya 
perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata). 
m. Perjanjian Publik 
Perjanjian public yang perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 
dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang 
bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. 
Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan  
(subordinated), jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama 
(coordinated), misalnya perjanjian ikatan dinas. 
n. Perjanjian Campuran (Contractus Sui Generis) 
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Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung 
berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang 
menyewakan kamar (sewa-menyewa) tetapi pula menyajikan 
makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap 
perjanjian campuran itu ada berbagai macam paham, yaitu 
antara lain : 
a. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan 
mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis 
sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada 
(contractus combinsi). 
b. Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai 
adalah ketentuan-ketentuan dan perjanjian yang paling 
menentukan (teori absorbsi). 
3. Asas-asas Perjanjian 
Di dalam perjanjian terdapat beberapa asas (Mariam Darus 
Badrulzaman, 2001:66,63-89) sebagai berikut : 
a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi). 
Sepakat mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari 
hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi 
konsensualisme, yang menentukan adanya (raison d’etre, 
hetbestaabwaaerde) perjanjian. Asas konsensualisme yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti 
kemauan (will) saling berpartipasi, ada kemauan untuk 
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mengikatkan diri. (Dalam buku kompilasi hukum perikatan oleh 
Mariam Darus Badrulzam, 2001:66). Kemauan ini 
membangkitkan kepercayaan (vertrouwen) bahwa perjanjian tu 
dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang 
bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara 
janjinya kata Eggens Grotius, mencari dasar consensus itu 
dalam hukum kodrat. Ia mengatakan bahwa “pacta sun 
servanda” (janji itu mengikat). Seterusnya ia mengatakan lagi, 
“promissorum implendorum obligatio” (kita harus memenuhi janji 
kita). Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat 
dengan asas kebebasan berkontrak  (contracvrijheid) dan asas 
kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sabagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya”. Semua mengandung arti meliputi seluruh 
perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak 
dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 
(contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu 
kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu 
diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan pasal 1320 
KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. 
Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini 
semakin sempit dilihat dari berbagai segi, yaitu: 
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 Segi kepentingan umum 
 Segi perjanjian baku (standard) 
 Segi perjanjian dengan pemerintah 
b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak) 
Asas ini dapat ditemukan di Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH 
Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutannya tegas 
sedangkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam 
istilah semua. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap 
orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), 
yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini 
sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan 
perjanjian. 
c. Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel) 
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu satu 
sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan 
memenuhi prestasinya belakangan hari. Tanpa adanya 
kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan 
diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak 
mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mengikat 
sebagai undang-undang. 
d. Asas Kekuatan Mengikat 
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Dalam perjanjian terdapat suatu asas kekuatan mengikat. 
Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata 
terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap 
beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan 
kepatutan secara moral. 
e. Asas Persamaan Hukum 
Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, 
tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, 
kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masinh 
pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan 
kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai 
manusia ciptaan Tuhan. 
f. Asas Keseimbangan 
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan 
melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan 
kelanjutan dari asas persamaan. Kreditor mempunyai kekuatan 
untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut 
pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor 
pula memikul beban untuk melaksanakan kewajiban itu dengan 
itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditor yang 
kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan 
itikad baik sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang. 
g. Asas Kepastian Hukum 
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Perjanjian sebagai suatu figur harus mengandung kepastian 
hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat 
perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 
h. Asas Moral 
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan 
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk 
menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini 
terlihat didalam zaakwarmerning, dimana seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang 
bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk 
meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor 
yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan 
perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) 
sebagai panggilan dari hati nuraninya. 
i. Asas Kepatutan 
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata dan asas 
kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini 
ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan 
dalam masyarakat. 
j. Asas Kebiasaan 
Kebiasaan merupakan elemen dalam perjanjian, seperti 
tercantum dalam Pasal 1347 KUH Perdata 
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”Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, 
dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan 
meskipun tidak tegas dinyatakan”. 
 
4. Syarat-Syarat Perjanjian 
Syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH 
Perdata adalah: 
“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) 
syarat, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan 
c. Suatu hal tertentu 
d. Suatu sebab yang halal” 
Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, 
karena syarat tersebut berkaitan dengan subjek perjanjian. 
Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena 
mengenai objek perjanjian. 
Keempat syarat untuk sahnya perjanjian akan dijelaskan 
berurutan berikut ini. 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Dengan digunakannya kata sepakat mengadakan 
perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haeuslah 
mempunyai kebebasan kehendak.para pihak tidak mendapat 
suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi 
perwujudan kehendak tersebut. 
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Pengertian sepakat dilukisakan sebagai pernyataan 
kehendak yang disetujui (overenstemende wilsvakelaring) 
antara pihak.pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan 
tawaran (oferette) pernyataan pihak yang menerima dinamakan 
akseptasi (acceptatie) 
Mengenai saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak 
ada beberapa ajaran (Mariam Darus Badrulzalman,2001:74) 
yaitu : 
a) Teori kehendak (willsteorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan  terjadi pada saat kehendak pihak penerima 
dinyatakan misalnyadengan menuliskan surat. 
b) Teori pengiriman (verzzendgheteorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan terjadi pada saat terjadi kehendak itu dikirim 
oleh pihak yang menerima tawaran. 
c) Teori pengetahuan (verremingsteorie) mengajarkan bahwa 
pihak yang menawarka seharusnya sudah mengetahui 
bahwa tawarannya diterima. 
d) Teori kepercayaan (vertrowuwenstheorie) mengajarkan 
bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan 
kehendak di anggap laayak diterima oleh pihak yang 
menawarkan. 
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Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini maka Asser 
membedakan bagian perjanjian (Mariam Daruz Badrulzaman, 
2001:73 yaitu bagian inti wezeniljiik ooedeel) dan bagian yang 
bukan inti (non wzwnlijiik oordeel).bagian ini disebutksan esensialia 
sedangkan bagian non inti yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
Esensialia :  Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di  
dalam   perjanjian. Sifat yang menentukan atau 
menyebabkan perjanjian itu tercepat 
(Constructieve oordeel). Seperti persetujuan 
antara pihak dan obyek perjanjian. 
Naturalia  : Bagian ini sifat bawaan (natuur) perjanjian 
sehingga secara diam-diam melekat pada 
perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat 
dalam benda yang dijual (vrijwaring). 
Aksidentalia : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada 
perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan 
oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan 
mengenai domisili para pihak. 
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan. 
Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa: 
“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan 
jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”. 
24 
 
 
Sedangkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan bahwa: 
“Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: 
1) Orang-orang belum yang belum dewasa. 
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. 
3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal ditetapkan oleh 
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada 
siapa undang-undang telah melarang, membuat 
persetujuan-persetujuan tertentu.”\ 
Kriteria belum dewasa berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, 
menentukan sebagai berikut: 
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan sebelumnya kawin.” 
Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 
21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 
yang belum dewasa. 
 Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, orang-orang yang 
diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa 
yang selalu berada dalam kedudukan dungu (onnoozelheid), 
sakit otak atau orang gila (tidak waras pikiran), mata gelap 
(rezemij) dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang 
memandan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari 
tanggung jawabnya dank arena itu tidak cakap bertindak untuk 
mengadakan perjanjian. Apabila seseorang yang belum dewasa 
dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu 
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mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing 
adalah orangtua atau pengampunya. 
 KUH Perdata juga memandang seseorang wanita yang 
telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Tapi 
sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 3/1963 yang diajukan oleh ketua Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang 
telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria, 
untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan 
pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi bagi suaminya. 
c. Suatu hal tertentu 
 Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek 
(bepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat 
ditentukan bahwa objek tertentu dapat berupa benda yang 
sekarang ada dan nanti aka nada. Benda atau barang yang 
akan menjadi objek perjanjian harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a) Barang itu adalah barang yand dapat diperdagangkan. 
Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa: 
“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 
dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. 
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b) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan 
umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, 
gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat 
dijadikan objek perjanjian. 
c) Dapat ditentukan jenisnya. 
d) Barang-barang yang akan datang. 
Mengenai barang yang akan ada berdasarkan pasal 1334 
KUH Perdata dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian. 
Adapun isi pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai 
berikut: 
“Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat 
menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah 
diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang 
belum terbuka, ataupun meminta diperjanjikan 
sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan 
sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan 
warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, dengan 
tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 
176, 178 yang dilarang oleh Undang-undang untuk 
dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang 
berada di luar perdagangan dan warisan yang belum 
dibuka”. 
 
e) Suatu sebab yang halal. 
Perjanjian yang akan dianggap sah apabila yang 
diperjanjikan mengenai suatu sebab yang halal. Kondisi ini 
dapat dipenuhi dalam suatu perjanjian sebagai berikut: 
a. Perjanjian tanpa kausa. 
Pasal 1335 KUH Perdata:  
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“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 
karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 
mempunyai kekuatan”. 
 
b. Sebab yang halal. 
Pasal 1336 KUH Perdata: 
“Jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu 
sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang 
lain, daripada yang dinyatakan persetujuannya namun 
demikian adalah sah”. 
 
c. Sebab terlarang. 
Pasal 1337 KUH Perdata 
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan 
kesusilaan baik atau ketertiban umum.” 
 
 Undang-Undang telah memberikan pengertian 
mengenai sebab (oorzaak causa). Sudah jelas bahwa yang 
dimaksud dengan kausa di sini tidak mempunyai hubungan 
sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Begitu pula yang 
dimaksud dengan pengertian kausa bukan sebab yang 
mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, 
melainkan apa yang menjadi motif hukum. 
 Berdasarkan yurisprudensi yang ditafsirkan 
dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui 
syarat kausa dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk 
menempatkan perjanjian di bawah penguasaan hakim. 
Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat 
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dilaksanakan, dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan 
dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan 
(Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata). 
(Mariam Badrulzaman, 2001:73-81). 
5. Para pihak dalam perjanjian. 
 Pihak-pihak dalam perjanjian diatur dalam, yaitu Pasal 1315, 
Pasal 1340, Pasal 1317, Pasal 1318. Para pihak yang terdapat 
dalam perjanjian merupakan subjek perjanjian adalah pihak-pihak 
yang terkait dengan diadakannya suatu perjanjian. KUH Perdata 
membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian 
(Mariam Darus Badrulzaman, 2001:69-72). Yaitu: 
a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 
b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak 
dari padanya. 
c. Pihak Ketiga 
Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa: 
“Pada umumnya tak dapat mengikatkan perjanjian diri 
atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji 
daripada untuk dirinya sendiri”.  
 
Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa: 
“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak 
pihak yang membuatnya”. 
 Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa 
 kerugian kepada pihak ketiga. Selain itu, tidak dapat pula 
29 
 
 
 pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam 
 hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. 
 Pasal 1317 KUH Perdata menegaskan bahwa: 
“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta 
ditetapkannya suatu janji guna kepentingan 
seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan 
janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya 
sendiri, atau suatu perjanjian yang dilakukannya 
kepada seseorang lain, memuat suatu janji yang 
seperti itu. 
 Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak 
 boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut 
 telah menyatakan hendak mempergunakannya.” 
 Pasal 1318 KUH Perdata menegaskan bahwa: 
“Jika seorang meminta diperjanjikan sesuatu hal, 
maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-
ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh 
hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas 
ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat 
persetujuan tidak sedemikian maksudnya.” 
  Pada asasnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak 
yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan 
asas pribadi (Pasal1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata). Para 
pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak 
ketiga, kecuali dalam hal apa yang disebut janji guna pihak 
ketiga (beding ten behoove van derden) (Pasal 1317 KUH 
Perdata). 
  Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, 
maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli 
warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya 
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(Pasal 1318 KUH Perdata). Beralihnya hak kepada ahli waris 
tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum 
(onderalgemene titel) yang terjadi pada ahli warisnya. 
Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh 
hak berdasarkan atas alas-alas hak khusus (onderbijzondere 
titel). Misalnya seorang nasabah bank, maka ahli waris 
tersebut mendapatkan hak sebagai pemilik tabungan. Hak 
yang terikat kepada suatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif. 
  Berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, 
persetujuan-persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada 
pihak ketiga dan juga pihak ketiga tidak dapat manfaat dari 
perjanjian tersebut, selain dari yang diatur dalam Pasal 1317 
KUH Perdata. Dengan demikian asas seseorang tidak dapat 
mengikat diri atas nama sendiri mempunyai suatu 
kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk 
pihak ketiga (derden beding). (Mariam Darus Badrulzaman, 
2001:69-72). 
6. Risiko 
 Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berbeda dari 
risiko di dalam hukum perikatan. Dalam Hukum Perikatan istilah 
risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran 
tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila 
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debitor tidak memenuhi prestasi dalam keadaan fource majeure. 
Apabila ingkar janji terjadi karena kesalahan debitor, maka ganti 
rugi ditanggung oleh debitor tersebut. Tetapi lain halnya apabila 
tidak dipenuhinya suatu prestasi di luar kesalahan debitur, yakni 
terjadinya suatu peristiwa secara mendadak, yang tidak dapat 
diduga terlebih dahulu dank arena itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada debitor. Dengan ajaran risiko 
bagaimana caranya member ganti rugi dalam hal terjadinya force 
majeure (keadaan memaksa). 
a. Risiko dalam perjanjian sepihak. 
 Di dalam bagian umum, Pasal 1237 KUH Perdata 
diatur siapa yang menanggung risiko dalam perjanjian 
sepihak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang 
prestasinya hanya ada pada salah satu pihak saja. 
Ketentuan Pasal 1237 diperluas lagi dalam suatu 
ketentuan lain, yaitu dalam Pasal 1444 KUH Perdata. 
Pasal 1237 KUH Perdata menegaskan bahwa: 
“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu atau 
kebendaan tertentu, maka sesuatu atau benda 
tersebut semenjak  perikatan dilahirkan adalah 
tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan 
menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, 
kebendaan adalah atas tanggungan si  berutang”. 
Pasal 1444 KUHperdata mengeaskan bahwa : 
“apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang 
sedemikian hingga sama sekali tidak diketahuipakah 
barang itu masih ada maka hapuslah perikatanya asal 
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barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si 
berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya” 
  
Dari  apa yang terkandung dalam pasal 1327 KUH 
perdata dapat diketahui bahwa dalam perikatan sepihak 
apabilah terjadi ingkar janji karena force majure (diluar 
kesalahan debitor) maka resiko ada pada kreditur. 
Demikian juga halnya dalam ketentuan pasal 1444 KUH 
perdata. 
b. Luas Ganti Rugi ( kerugian yang nyata) 
Pasal 1246 KUH perdata mengatur tentang luasnya ganti 
rugi atau kerugian yang nyata yaitu: 
“Biaya, rugi dan bunga oleh si berpiutang boleeh 
dituntut oleh penggantiannya, terdirilah pada 
umumnya atas ganti rugi yang telah dideritanya dan 
utang yang sedianya harus dapat dinikmatinya, 
dengan tidak mengurangi pengecualian 
pengecualianya serta perubahan perubahannya yang 
akan disebut dibawah ini”. 
 
c. Kerugian yang diduga  
Pasal 1247 KUH perdata menegaskan bahwa : 
“SI berutang hanya di wajibkan mengganti biaya, rugi 
dan bunga yang nyata telah,atau sedianya harus 
dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan,kecuali 
jika hal tidak dipenuhinya perikatan tersebut 
disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan 
olehnya” 
 
Pasal 1248KUH perdata menegaskan bahwa : 
“bahkan jika hal dipenuhinya perikatan tesebut itu di 
sebabkan karena tipu daya si berutang ,penggantinya 
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biaya ganti rugi dan bunga sekedar mengenai 
kerugian yang dideritanya oleh si berpiutangndan 
keuntungan yang berhilang baginya, hanyalah terdiri 
atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak 
dipenuhinya perikatan”  
 
Pasal 1249 KUH perdata menegaskan bahwa 
“ jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa 
yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus 
membayar suatu jumlah uang tertentu, kepada pihak 
yang lain tidak boleh diberikan sutu jumlah yang lebih 
maupun yang kurang daripda jumlah itu “ 
 
d. Bunga  
 
Pengertian bunga adalah keutungan yang diharapkan 
dapat di peroleh kreditur.ilmu hukum mengenal berbagai 
bunga yaitu : 
1. Bunga konvensional 
Bunga konvensional adalah bunga yang dijanjikan pihak 
pihak didalam perjanjian (pasal 1249KUH perdata) 
2. Bunga moratoire  
Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang 
penggantiannya biaya rugi dan bunga yang disebabkan 
terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas  
bunga yang ditentukan oleh undang – undang hal ini di 
atur dalam 1250 KUH perdata. 
 Dari ketentuan-ketentuan itu dapatlah disimpulkan\ 
 beberapa unsur yang berkaitan dengan bunga di atas yaitu: 
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 Bunga itu hanya berhubungan dengan perikatan 
membayar sejumlah uang. 
 Debitur terlambat mmbayar prestasi 
 Nilanya di tentukan oleh Undang-undang .dalam hal ini 
menurut Lembatan Negara Nomor 22 Tahun 1948 
besarnya adalah 6 % (enam persen) per tahun. 
 Debitur tidak perlu membuktikan bahwa ia rugi 
 Cara menghitungnya ialah pada saat surat gugat 
dimasukan dalam daftar perkara perdata pengadilan 
negeri.jjadi tidak di hitung dari saat debitur melakkukan 
wantrestasi. 
3. Bunga kompensatoir 
  Bungan kompensatoir adlah uang yang harus 
dibayar debitur untuk mengganti rugi bunga yang 
dibayar kreditur pada pihak lain, karena debitur tidak 
memenuhi perikatanya .yang menetapkan besarnya 
jumlah bunga itu adakah hakim apabilah bunga 
kompensatatoir ini bnar benar ada, maka kreditur wajib 
membuktikannya, besarnya jumlah bunga tidak 
ditentukan akan tetapi dalam kenyataannya ditentukan 
oleh hakim sejak saat kerugian itu benar benar terjadi. 
4. bunga berganda 
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  Bunga berganda adalah bunga yang 
diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak 
dilunasi oeleh debitur. Bunga itu dapat dituntut oleh 
kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan ( 
pasal 1251 KUH perdata) , suku bunga yang tercantum 
dalam pasal 1250 KUH perdata tidak dianut lagi dewasa 
ini dari yurisprudensi tidak ditemukan suatu keputusan 
yang menentukan tentang suku bunga. 
Hingga kini Mahkama Agung (M.A) berpedoman pada 
pasal 1267 KUH perdata yaitu bunga yang diperjanjikan 
harus dipenuhi (Putusan Mahkama Agung Nomor 
401/K/Sip/1975 tanggal 7 oktober 1971). Seyogyanya 
untuk melindungi masyarakat dari lintah darat, suku 
bunga yang di perjanjikan ini harus di tentukan 
maksimumnya. 
Pasal 12 50 KUH perdata menegaskan bahwa: 
“dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata 
berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang , 
penggantiannya biaya rugi dan bunga sekedar 
disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan,hanya 
terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-
undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan 
Undang-undang khusus.Penggatian biaya rugi dan 
bunga tersebut wajib dibayar dengan pengganti biaya 
rugi dengan tidak usahnya di buktikan sesuatu 
kerugian oleh si berpiutang penggantiannya biaya rugi 
dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai ia 
diminta di muka pengadilan .kwcuali dalam hal- hal 
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diman undang undang menetapkan bahwa ia berlaku 
demi hukum “ 
  Pasal 1251 KUH perdata menegaskan bahwa : 
“bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula 
menghasilkan bunga, baik karena suatu persujuan, 
baik karena suatu permintaan di muka pengadilan, 
maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja 
permintaan atau persetujuan tersebut mengenai 
bunga yang harus dimnta 
Dari penegasan pasal 1250  dan pasal 1251 KUH 
perdata dapat dilihat bahwa walaupun bungan berganda 
diperbolehkannyaa perjanjianya, tetapi tidak boleh 
megenai pembayaran bunga untuk perjanjian pinjam 
uang yang jangka waktunya lebih dari  1 (satu) tahun. 
Pasal 1252 KUH perdat menegaskan bahwa : 
“meskipun demikian penghasilan-penghasilan yang 
dapat ditagih, seperti uang gadai dan uang sewa 
,bunga abadi bunga selama hidupnya seorang. 
Menghasilkan bunga mulai dari dilakukannya atau 
dibuatnya persetujuan”. 
Peraturan yang sama berlaku terhadappengembalian 
pengahasilan dan bunga di bayar oelh seorang pihak 
ketiga kepada si berpiutang,untuk pembebasan si 
berpiutang “( Mariam Darus Badrulzaman, 2001:29-35). 
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B. Perum Pegadaian dan Nasabah 
 
1. Perum pegadaian 
 Usaha gadai di Indonesia berawal dari berdirinya bank 
Van leening di zaman VOC yang bertugas memberikan pinjaman 
uang tunai kepada masyrakat dengan harta bergerak, dalam 
perkembangannya sebagai bentuk usaha pegadaian 
banyakmengalami perubahan , demikian pula dengan status 
pengelolaannya yang telah mengalami beberapa kali 
perubahanseiring dengan perubahan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan Staattsblaad 1901 no 131 tanggal 12 maret 1901, 
maka pada tanggal 1 april 1901 berdirilah kantor prgadaian 
pertama di sukabumi kemudian dengan staatbladat 1930 no 266 
status pegadaian ini berubah menjadi jawatan pegadaian yang 
berarti menjadi lembag resmi pemerintah selanjutnya berdasarkan 
peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1961  No 178 
berubah lagi menjadi perusahaan pegadaian dalam 
perkembangannya pada tahun 1969 yang mengatur bentuk bentuk 
usaha Negara menjadi tiga bentuk perusahaan yaitu perusahaan 
jawatan(PERJAN) dan perusahaan Umum (PERUM) dab 
perusahaan perseroan(PERSERO). Sejalan dengan ini maka 
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perusahaan Negara pegadaian berubah lagistatusnya menjadi 
Jawata( PERJAN) (PP.No 7 tanggal 11 Maret 1969). 
 Sejak saat itu kegiatan perusahaan terus berjalan dan 
asset atau kekayaan  pun bertambah namun seiring dengan 
perubahan zaman, pegadaian dihadapkan pada tuntutan 
kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan 
kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih profesional dalam 
memberikan pelayanan oleh karena itu untuk memberikan 
penguasaan dalam pengelolaan bagi manajeman dalam 
mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan  statusnya 
pegadaian dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi 
perusahaan umum (PERUM) yang dituangkan dalam peratyran 
pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April perubahan dari PERJAN 
ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam oengelolaan 
pegadaianyang memungkinkan terciptanya pertumbuhan 
pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya tetapi juga 
makin meningkatnya kredit yang disalurkan nasabah yang dilayani 
pendapatan dan laba perusahaan. 
e. Kegiatan operasional perusahaan. 
 Usaha pokok perusahaan adalah menyalurkan kredit 
dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta gerak atas dasar 
hukum gadai. Artinya si debitur menyerhkan harta geraknya 
sebagai jaminan sekaligus memberikan kuasa kepada kreditur 
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(pegadaian)  untuk menjual atau melelang (melelang didepan 
publiK) jika setelah jatuh tempo debitur tidak mampu/bersedia 
melunasinya. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman 
pokok ditambah bunga atau sewa modal dan biaya lelang 
kelebihannya akan diserahkan kepada si penggadai, 
sedangkan, kalau kurang menjadi resiko penggadai. 
 Disamping menjalankan kegiatan usaha utamanya perum 
pegadian juga menjalankan kegiatan usaha lainnya antara lain 
sebagai berikut: 
1) Jasa Taksiran  
  Suatu layanan kepada masyarakatyang ingin 
mengetahui  harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan 
biaya relative murah dapat diketahui dengan pasti tentang 
nilai atau kualitas suatu barang setelah lebih dahulu di 
periksa atau ditaksir . jasa ini meberikan kepastian nilai 
kualitas suatu barang ,misalanya kualitas emas atau batu 
permata dari jasa ini maka perum pegadian akan 
mendapatan pendapatan yang dapat ddisebut sebagai 
pendapatan jasa taksiran. 
2) Jasa titipan  
  Jasa ini di sediakan untuk menjamin rasaaman 
dan ketenagana bagi mereka tentang simpanannnya, 
terutama bila hendak meninggalkan rumahnya dengan waktu 
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yang cukup lama pegadaian memberikan layananjasa titipan 
barang berharga seperti perhiasan,emas,permata,kendaraan 
bermotor dan lain lainnyajuga surat berharga seperti ijazah 
dan lain lainnya jasa ini memberikan kontribusi pendapatan 
jasa titipan yang dikenanakan untuk tiap barang dengan 
harga yang reeaktif murah, 
  Kegiatan operasional tersebut hanya dilaksanakan 
pada kantor cabang sedangkan kantor wilayah hanya 
sebagai pemantau atas operasional cabang kantor cabang 
yang berada di wilayah Makassar sampai dengan tahun 2004 
berjumlah 57 kantor cabang yang tersebar di 5 propinsi 
dikawasan timur Indonesia. 
f.   Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
 Struktur organisasi perusahaan dibentuk sebagai salah 
satu sarana manajemen dalam memperlancar mekanisme 
perusahaan. Dalam struktur organisasi dapat dilihat wewenang 
dan tanggung jawab masing masing unit kerja, pada kantor 
wilayah perum pegadian struktur organisasi ditunjukan pada 
skema berikut :  
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Dari gambar skema tersebut dapat dilihat bahwa struktur 
organisasi Kantor Wilayah Makassar terdiri dari: 
A. Kantor Wilayah 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan 
perusahaan di daerah serta membantu tugas kantor pusat 
sesuai dengan kewenangan yang dilmpahkan Direksi. Untuk 
menjalankan tugas tersebut kantor wilayah mempunyai 
fungsi: 
a. Mengurus, mengelola dan mengawasi kegiatan 
perusahaan yang ada di cabang; 
b. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang 
ada di daerah dan cabang; 
c. Mewakili kepentingan perusahaan di daerah dan cabang, 
baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan 
yang dilimpahkan Direksi: 
d. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan anggaran, 
pembinaan kepegawaian serta pelaporan kegiatan 
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
Direksi. 
Kantor wilayah terdiri dari : (1) Seksi operasi dan pemasaran; 
(2) Seksi keuangan; (3) Seksi kepegawaian; (4) Seksi umum. 
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1. Seksi Operasi dan Pemasaran 
Mempunyai tugas mengawasi dan memantau operasi 
jasa gadai dan usaha lain serta melakukan pemasaran. 
Untuk menjalankan tugas tersebut seksi operasi dan 
pemasaran mempunyai fungsi: mengurus dan memantau 
pelaksanaan pemberian kredit dan usaha lain di Cabang 
melaksanakan dan mengembangkan kegiatan 
pemasaran; dan mengolah dan menyusun statistik 
kegiatan usaha di cabang serta menyajikan laporan. 
Seksi operasi dan pemasaran terdiri dari: 
a. Subseksi Bina Usaha mempunyai tugas mengurus dan 
memantau pelaksanaan pemberian kredit gadai dan 
jasa lainnya di cabang dan mempunyai fungsi: 
memantau pelaksanaan pemberian kredit, 
pemeliharaan barang jaminan dan taksiran serta 
penerimaan sewa modal di cabang: menyusun target 
dan mengevaluasi pencapaian (realisasi) pemberian 
kredit, sewa modal, jumlah barang jaminan, claim 
kredit macet; meneliti dan mengusulkan 
pengembangan cabang, pelayanan dan kegiatan 
usaha lain. 
b. Subseksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan 
dan mengembangkan kegiatan pemasaran untuk 
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kepentingan cabang dan mempunyai fungsi: 
melakukan penelitian pasar, sarana promosi dan 
mendistribusikan sarananya ke cabang (leaflet, brosur, 
spanduk, billboard, dan lain-lain): memelihara dan 
mendokumentasikan sarana dan materi pemasaran. 
c. Subseksi Statistik dan Laporan mempunyai tugas 
mengolah dan menyusun statistika kegiatan usaha 
cabang dan membuat laporannya dan mempunyai 
fungsi: mengumpulkan dan mengolah data kegiatan 
operasional gadai dan usaha lain dicabang: 
menganalisa data operasional gadai dan usaha 
lainnya; menyusun dan menyajikan data statistik dalam 
bentuk laporan atau media lain. 
2. Seksi Keuangan  
Mempunyai tugas melaksanakan dan mengatur 
penganggaran, pembukuan dan perbendaharaan di 
Kantor Wilayah dan Cabang. Untuk melaksanakan tugas 
tersebut Seksi Keuangan mempunyai fungsi : mengurus 
anggaran Kantor Wilayah dan Cabang serta mengatur 
penyediaan dan alokasi dananya: melakukan verifikasi 
dokumen keuangan, menyelenggarakan pembukuan 
serta menyajikan laporan keuangan Kantor Wilayah dan 
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Cabang; mengurus perbendaharaan penagihan dan 
perpajakan Kantor Wilayah dan Cabang. 
Seksi Keuangan terdiri dari : 
a. Subseksi Anggaran mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja dan anggaran Kantor Wilayah dan 
Cabang, mengatur alokasi dan memantau realisasinya 
dan mempunyai fungsi menyiapkan rencana kerja dan 
anggaran Kantor Wilayah dan Cabang serta mengatur 
otorisasi ke cabang: mengurus alokasi kebutuhan 
modal kerja dan investasi masing-masing cabang: 
mengevaluasi dan menyusun laporan realisasi 
anggaran. 
b. Subseksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas 
melakukan verifikasi dokumen keuangan dan 
menyelenggarakan pembukuan serta menyajikan 
laporan keuangan Kantor Wilayah dan Cabang dan 
mempunyai fungsi memeriksa kebenaran dan 
kewajaran dokumen keuangan pembukuan dan 
ketetapan mata anggaran; menyelenggarakan 
pembukuan dan menyusun laporan keuangan daerah: 
menyimpan dan memutakhirkan dokumen keuangan. 
c. Subseksi Perbendaharaan mempunyai tugas 
mengurus perbendaharaan, penagihan dan perpajakan 
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kantor wilayah dan cabang dan mempunyai fungsi: 
menerima, menyimpan dan membayarkan uang 
kas/bank berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 
Wilayah, mengurus penyelesaian piutang/uang muka 
yang terjadi di kantor Wilayah dan Cabang, mengurus 
dan menyelesaikan perpajakan dan iuran lain yang 
menjadi beban kantor wilayah dan cabang. 
3. Seksi Kepegawaian  
Mempunyai tugas mengurus administrasi kepegawaian, 
gaji dan kesejahteraan pegawai Kantor Wilayah dan 
Cabang. Untuk menjalankan tigas tersebut seksi 
kepegawaian mempunyai fungsi: mengurus dan 
memproses pengangkatan pegawai, kepangkatan dan 
kenaikan gaji berkala: mengurus dan memproses usulan 
mutasi, promosi, pemberhentian dan pensiun pegawai, 
mengurus dan memproses pembayaran gaji dan 
kesejahteraan pegawai. 
Seksi Kepegawaian terdiri dari ; 
a. Subseksi Pengangkatan dan Kepangkatan 
mempunyai tugas menyiapkan dan memproses 
pengangkatan pegawai, kepangkatan dan kenaikan 
gaji berkala pegawai yang ada d Kantor Wilayah dan 
Cabang dan mempunyai fungsi menyusun dan 
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mengusulkan formasi, pengadaan, pengangkatan 
dan penempatan pegawai, menyiapkan dan 
memproses kepangkatan; kenaikan gaji berkala dan 
daftar unit kepangkatan pegawai, mengumpulkan 
data/arsip kepegawaian, pemutakhiran dan 
pendistribusiannya. 
b. Subseksi Mutasi, promosi dan Pemberhentian 
mempunyai tugas menyiapkan dan memproses usul 
mutasi dan promosi pegawai serta pengisian 
lowongan jabatan, mengurus pelaksanaan jam kerja 
dan daftar pelaksanaan pekerjaan pegawai (DP3), 
menyiapkan dan memproses usul tindakan 
disiplin/sanksi dan pemberhentian bukan karena 
pensiun atau uang tunggu; menyiapkan dan 
memproses usul pemensiunan, MPP clan 
pemberhentian tanda penghargaan. 
c. Subseksi Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas 
menyiapkan dan memproses pembayaran gaji dan 
tunjangan serta kesejahteraan pegawai di Kantor 
Wilayah dan Cabang. Untuk menjalankan tugas 
tersebut subseksi gaji dan kesejahteraan mempunyai 
fungsi: membuat daftar gaji tunjangan dan potongan 
penghasilan untuk Kantor Wilayah dan Cabang; 
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memproses perjalanan dinas dan 
pertanggungjawabannya; mengurus dan memproses 
permintaan cuti, lembur, santunan pegawai serta 
kesejahteraan pegawai lainnya (kesenian, rekreasi, 
kematian, dll). 
4. Seksi Umum 
Mempunyai tugas mengurus tatausaha dan rumah 
tangga bangunan dan sarana serta kehumasan di Kantor 
Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas tersebut 
seksi umum mempunyai fungsi: mengurus tata usaha, 
kebutuhan rumah tangga, perlengkapan keamanan 
kantor; mengurus kegatan teknik bangunan, tata usaha 
tanah bangunan serta pemeliharaannya; mengurus 
kegistsn kehumasan, protocol dan hukum. 
Seksi Umum terdiri dari : 
a. Subseksi Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai 
tugas mengurus tata usaha kantor, kebutuhan rumah 
tangga, perlengkapan dan keamanan serta kendaraan 
dinas dan pool. Untuk menyelenggarakan tugas 
tersebut subseksi tata usaha dan rumah tangga 
mempunyai fungsi : mengurus tata usaha, surat 
menyurat, penggandaan ,penyimpanan dan 
pengeinventarisasian peralatan kantor , memelihara 
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kebersihan keamanan dan ketertiban dan peralatan 
kantor.mengatur penggunaan dan memelihara 
kendaraan dinas dan pool. 
b. Subseksi Bangunan  
Mempunyai tugas mengurus tanah , bangunan dan 
prasaranan di kantor wilayah dan cabang untuk 
menjalankan tugasnya subseksi bangunan mempunyai 
fungsi mengurus dan memproses usul pembangunan 
perbaikan pembanguna dan prasarana ,pembuatan 
gambar dan kalkulasi biaya ,membantu 
penyelanggaraan pelaksanaan pembangunan dan 
perbaikan bangunan dan prasaranan serta mengawasi 
mengurus dan menyelengaarakan tata usaha tanah 
dan bangunan serta persewaan (sertifikat inventarisasi 
tanah dan bangunan ,IMB dan lain-lain). 
c. Subseksi Hubungan Masyarakat  mempunyai tugas 
mengurus kegiatan kehumasan ,protocol dan hukum di 
kantor wilayah dan cabang untuk menjalankan tugas 
tersebut subseksi hubungan dengan masyarakat 
mempunyai fungsi mengurus dan mengatur 
penyebaran informasi perusahaan baik kedalam 
maupun keluar perusahaan mengurus tamu rapat 
upacara dan kegiatan protokoler lain mengurus dan 
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memproses masalah masalah hukum peraturan dan 
perundang undangan yang berkaitan dengan 
kepentingan perusahaan mengurus dokumentasi dan 
kepustakaan. 
B. Inspektorat wilayah 
  Inspektorat wilayah mempunyai tugas membantu 
kepala kantor daerah mengadakan penilaian atas sistem 
pengendalian menejemen yang telah ditetapkan oleh 
direksi/kepala kantor wilayah, pelaksanaannya serta 
memberikan saran perbaikan /penindakan untuk menjalankan 
tugas tersebut inspektorat wilayah mempunyai fungsi: 
a. Mengkordinasikan penyusunan program dan 
penyelanggaraan pemeriksaan atas pelaksanaan 
kebijakan direksi/kepala kantor wilayah dan pelaporannya. 
b. Mengkordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dicabang. 
c. Memberikan pertimbangan penyelessaian kasus yang 
berakibat adanya tindakan disiplin/ganti rugi. 
d. Membantu kegiatan kantor wilayah dalam penyampaian 
laporan dan tindak lanjut hasil temuan SPI/pemeriksaan 
ekstern. 
C. Cabang 
Cabang mempunyai tugas melakukan kegiatan usaha 
perusahaan yang langsung berhubunngan dengan 
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masyarakat (nasabah) dalam rangka pemberian kredit gadai 
dann usaha laianya sesuai dengan peaturan yang berlaku 
dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direksi/kepala kantor 
wilayah untuk menjalankan tugasnya cabang mempunyai 
fungsi 
a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan 
melaksanakan usaha lain. 
b. Mengurus penerimaan penyimpanan dan pengeluaran 
modalkerja cabang dalam bentuk uang  kas/bank 
c. Mengurus penerimaan peenyimpanan dan pengeluaran 
barang jaminan 
d. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang 
ada di cabang; 
e. Menyelenggarakan pembukuan penyusunan anggaran 
pembinaan kepegawaian ,tata usahadan pelaporan 
kegiatan cabang; 
f. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun 
keluar berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh 
direksi atau kepala kantor wilayah memelihara dan 
membina hubungan baik dengan nasabah dan pihak lain 
dalam rangka pembangunan peussahaan. 
 2.  Nasabah  
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 Usaha mikro sebagaimana yang dimaksud pada keputusan 
mentri Keuangan RI No.40 /KMK/06 /2003 tanggal 29 Januari 2003 
adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga 
negara Indonesia, memiliki hasil penjualasn Rp 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah) pertahun. 
 Usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
undang No. 9 Tahun 1995, tentang usaha kecil adalah suatu usaha 
produk yang berskala kecil:  
1. Milik warga negara Indonesia. 
2. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan 
hukum atau berbadan hukum, termasuk koperasi. 
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 
4. Memiliki omset usaha paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- 
(Satu Milyar Rupiah) pertahun. 
5. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau 
usaha besar. 
C. Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia 
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  Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan 
pengertian sebagai berikut : 
  “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya yang dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik 
benda”. 
“Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan 
pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 
terhadap kreditor lainnya”. 
  Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa 
fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan 
suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah 
jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata 
jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1996 
ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam 
fiducia cum creditore contracta diatas. 
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  Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fiducia juga secara tegas 
menyatakan bahwa jaminan fiducia merupakan perjanjian assesoir 
dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para 
pihak yang memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan 
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat 
dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoair, perjanjian 
jaminan fiducia memiliki sifat sebagai berikut: 
1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. 
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya 
perjanjian pokok. 
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika 
ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau 
tidak terpenuhi. 
   Objek jaminan kredit dalam kredit KREASI 
merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian 
hutang piutang antara perum pegadaian selaku kreditor dengan 
pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku debitor. Yang bisa 
dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak 
bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Untuk sementara objek 
jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau 
lebih baik plak hitam maupun plak kuning, dan kendaraan roda dua 
yang memenuhi persayaratan sebagai berikut : 
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1.  Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan 
dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama 
dengan KTP . 
2.  Bila kendaraan tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus 
menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari 
pemilik, 
3. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibalik namakan, harus 
ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut 
adalah benar-benar milik pemohon yang belum dibaliknamakan. 
4. Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis dan merek yang 
sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta 
pemasarannya tidak sulit. 
5. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persayaratan 
sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku. 
6. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor harap 
mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan 
kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih 
berlaku di perum pegadaian. 
7. Berplak nomor Polres/Polda setempat. 
8. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalah gunaan BPKB, 
maka setelah proses utang piutang disepakati pemberitahuan ke 
Kapolres (unit regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut 
sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di perum pegadaian dari 
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tanggal….sampai tanggal….(selama jangka waktu kredit). Pada 
saat kredit dilunasi harap dibuat surat pemberitahuan juga surat 
pemberitahuan tersebut dikirim tebusannya kepada ditserse dan 
ditlantas Polres setempat. 
9. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan tiga 
jenis agunannya memenuhi persyaratannya yang ditetapkan dan 
sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya 
atas nama suami/istri/pengurus perusahaan yang telah 
menandatangani form KUMK-1. 
  Khusus kendaraan roda empat atau lebih dengan plak 
kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga 
harus dilengkapi dengan surat izin trayek dan buku kir dari dinas lalu 
lintas dan angkutan jalan raya setempat yang masih berlaku. (Divisi 
Usaha Syariah Perum Pegadaian, 2005:II.B.1). 
  Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum 
memutuskan untuk memberikan kredit KREASI kepada calon nasabah 
adalah bahwa kredit yang disalurkan kepada seseorang atau suatu 
lembaga usaha mikro-kecil tersebut merupakan hutang yang dananya 
bersumber dari hutang perusahaan (pegadaian) yang harus 
dikembalikan kepada pemilik dana berikut dananya. Pada dasarnya 
semua jenis usaha mikro-kecil bisa didanai dengan paket kredit 
KREASI, kecuali jenis usaha yang bergerak pada industry dengan 
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kriteria-kriteria dibawah ini, dilarang untuk didanai dengan skim kredit 
KREASI, yaitu: 
1.  Kegiatan Usaha di bidang industri yang permintaan produknya 
fluktuatif: 
a. Usaha jasa pialang saham. 
b. Usaha jasa di bursa komoditi. 
c. Usaha jasa perdagangan valas informal. 
d. Usaha maya (bisnis melalui internet). 
e. Usaha sejenis lainnya. 
2.  Kegiatan usaha dibidang industri yang pertumbuhannya sedang 
lesu/menurun seperti: 
a. Usaha perunggasan saat terjadi wabah flu burung, antara lain 
usaha ternak ayam, bebek, burung puyuh, kalkun dan lain-lain. 
b. Usaha ternak sapi/kerbau/kambing pada saat terjadinya wabah 
penyakit anthrax. 
c. Usaha industri lainnya yang tingkat permintaan pasarnya 
sedang menurun. 
3.  Kegiatan usaha dibidang industri yang tidak sejalan dengan etika 
dan norma pergaulan sosial masyarakat Indonesia, seperti: 
a. Usaha pelacuran. 
b. Usaha perjudian/Bandar togel. 
c. Usaha panti pijat tak berizin. 
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d. Usaha penyedia jasa pornografi (situs media cetak, media 
elektronik). 
e. Usaha jasa penagihan utang tak berizin. 
f. Usaha lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dan 
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 
4.  Kegiatan usaha dibidang industri yang memproduksi barang/jasa 
tak ramah lingkungan seperti : 
a. Usaha yang menimbulkan limbah beracun dan berbahaya. 
b. Usaha penebangan kayu hutan liar. 
c. Usaha penambangan liar. 
d. Usaha lainnya yang merusak lingkungan, 
5.  Kegiatan usaha dibidang industri yang kegiatannya tak 
umum/pasarnya tidak jelas seperti: 
a. Usaha jasa dukun/paranormal. 
b. Usaha perdagangan barang antik. 
c. Usaha pengobatan alternatif. 
d. Usaha perdagangan benda bertuah/jimat. 
e. Ysaha sejenis lainnya. 
6.  Usaha di bidang industri yang memproduksi barang illegal, seperti: 
a. Usaha yang memproduksi minuman keras tidak berizin. 
b. Usaha perdagangan narkoba. 
c. Usaha perdagangan wanita dan anak-anak. 
d. Usaha perbudakan. 
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e. Usaha pengadaan dan pengedaran uang paslu. 
f. Usaha sejenis lainnya. 
7.  Usaha-usaha yang laku “sesaat”, investasi rendah dn mudah ditiru, 
antara lain: budidaya jamur, budidaya ikan louhan, budidaya 
jangkrik, budidaya cacing, pertanian sengon laut, budidaya jati 
emas, peternakan burung perkutut dan lain-lain. 
8.  Usaha setempat yang tingkat persaingan keras dan pasarnya 
mudah jenuh, seperti produk-produk pengrajin yang mudah ditiru 
dan pasarnya terbatas. 
D. Hubungan Hukum antara Pihak Pegadaian dan Nasabah. 
   Mengenai sifat hubungan hukum antara Perum Pegadaian 
dengan nasabahnya, di Indonesia ini pada dasarnya berlaku hukum 
perdata yang dapat dicari dalam KUH Perdata (burgerlijk wetboek) 
terutama buku ketiga tentang pinjam-meminjam. Adapun Undang-
Undang tentang Jaminan FIdusia No. 42 Tahun 1999 yang merupakan 
jawaban terhadap kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat 
bagi dunia usaha atas ketersediaan dana, perlu diimbangi dengan 
adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur 
mengenai lembaga jaminan. 
   Pada dasarnya hubungan antara Perum Pegadaian dengan 
nasabah adalah merupakan hubungan kontraktual. Hukum kontrak 
yang menjadi dasar terhadap hubungan perum pegadaian dan 
nasabah bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang 
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kontrak menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, bahwa perjanjian 
yang dibuat secara sah berkekuatan hukum sama dengan undang-
undang bagi kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian ada timbale balik baik untuk melaksanakan 
perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan, begitu pula dengan 
perjanjian antara perum pegadaian dengan nasabah masing-masing 
memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian. 
   Untuk pengaturan lebih lanjut, maka pemerintah 
mengeluarkan undang-undang tentang fidusia yang akan menjamin 
pelaksanaan daripada perjanjian tersebut maka hak dan kewajiban 
para pihak tekah terpenuhi. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang 
pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum 
kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan 
fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferend) kepada 
penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia 
memberikan jaminan kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap 
menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan 
kepercayaan maka doharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam 
undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepadaa pihak 
penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 
benda tersebut. 
   Perlu diketahui bahwa kontrak antara Perum Pegadaian 
dengan nasabah merupakan kontrak baku (standar) dimana biasanya 
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terdapat ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak Perum 
Pegadaian seringkali diuntungkan, dibandiingkan dengan kewajiban 
nasabah. Hal ini tidak terlepas dari prinsip kebebasan menentukan isi 
dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang 
ataupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah 
Makassar yang beralamat di Jl. H.A.Mappanyukki No. 49 Makassar. 
Alasan dilakukannya penelitian pada lokasi tersebut, mengingat 
perum pegadaian kantor wilayah Makassar merupakan salah satu 
perusahaan pemerintah yang menyediakan produk kredit angsuran 
sistem yaitu KREASI. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data yang daoat 
digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapi serta 
menghasilkan kesimpulan yang objektif. 
Dalam penyusunan skrispi ini data yang diperoleh adalah: 
1. Data Primer. 
Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui 
wawancara dengans staf humas dan hukum juga ekonomi  sub 
akuntansi perum pegadaian. 
2. Data Sekunder. 
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Data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan 
tertulis lain yang terkait dengan kredit angsuran sistem fidusia.\ 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu; 
1. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang lebih konkrit. 
Penelitian ini dilakukan dilokasi dengan menggunakan teknik 
wawancara dengan staf perum pegadaian kantor wilayah 
Makassar. Khususnya bagian Humas dan hukum juga pada 
bagian ekonomi sub akuntansi. 
2. Penelitian Kepustakaan (library research) 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa buku, 
artikel dan literature yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun 
data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang 
selanjutnya disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Perjanjian Dalam Pemberian Kredit Sistem Fidusia Pada 
Perum Pegadaian Kantor Wilayah Makassar. 
Perum Pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara yang 
dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 
1990 senantiasa berusaha meningkatkan profesionalisme dalam 
memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sesuai 
dengan slogan perum pegadaian. Yaitu “mengatasi masalah tanpa 
masalah” yang artinya adalah bahwa perum pegadaian lahir atas 
landasan memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat 
dalam hal financial tanpa membebani adapun persyaratan untuk 
memperoleh kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) pada perum 
pegadaian (Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, 2005:I.1) adalah 
sebagai berikut: 
1. Calon debitor adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang 
memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai objek 
jaminan kredit. Jika calon debitor memiliki lebih dari satu jenis 
usaha (misalnya wartel dan bengkel) maka kedua usaha tersebut 
dapat diberikan kredit KREASI asalkan masing-masing usaha di 
back up dengan memberikan barang jaminan yang berbeda. 
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2. Identitas calon debitor yang jelas  
a. WNI dibuktikan dengan fotokopi KTP 
b. Memiliki tempat tinggal tetap yang masih dalam radius 
jangkauan pelayanan cabang penyelenggara kredit KREASI. 
Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk 
menjalankan usaha, maka calon debitor harap menyerahkan 
keterangan domisili dari kantor kelurahan. 
c. Memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat untuk 
menekuni dunia usahanya dilihat dari wawancara dan 
pengalaman menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun. 
3. Status usaha calon debitor adalah usaha perorangan atau badan 
hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut undang-
undang negara Republik Indonesia. Usaha perorangan atau badan 
hukum yang bertindak sebagai coordinator/Pembina para usaha 
kecil tidak dapat diberikan kredit KREASI yang mengatasnamakan 
para binaannya. Kredit hanya bisa diberikan kepada 
individu/pengusaha badan hukum mandiri yang statusnya jelas 
serta lolos uji kelayakan kredit. 
4. Usahanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun. 
5. Jenis usahanya tidak termasuk jenis usaha yang dilarang diberikan 
kredit. 
6. Tempat usaha di daerah yang tidak dilarang dan tidak 
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat. Apabila 
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tempat usaha tersebut merupakan tempat usaha terpadu, maka 
setiap calon debitor yang berusaha di tempat tersebut dapat 
diberikan kredit KREASI asalkan memenuhi persyaratan lainnya. 
7. Menyerahkan fotokopi AD/ART atau akte pendirian badan usaha 
dengan menunjukkan aslinya. 
8. Menyerahkan copy SIUP/HO/TOP/SITU/Izin usaha lainnya dengan 
menunjukkan aslinya. 
9. Menyerahkan copy rekening buku tabungan tiga bulan terakhir. 
10. Menyerahkan copy rekening tagihan telepon/listrik/bukti 
pembayaran PBB tiga bulan terakhir. 
11. Menyerahkan copy buku catatan keuangan dalam dua tahun 
terakhir (bila ada). 
12. Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan. 
13. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsional 
KUMK. 
14. Mengisi dan menandatangani aplikasi kredit KREASI. 
15. Menandatangani perjanjian kredit KREASI yang diketahui 
suami/istri. 
 Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas maka 
proses selanjutnya adalah penandatangan surat perjanjian utang 
piutang dengan kuasa menjual antara pihak nasabah dengan perum 
pegadaian. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak antara lain 
(lihat lampiran III contoh perjanjian) : 
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1. Hak Perum Pegadaian : 
a. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila 
nasabah dianggap cedera janji atau terbukti lalai. (Pasal 7 
ayat 1 dan 2) 
b. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah, 
apabila nasabah lalai atau tidak akan mampu lagi untuk 
memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam perjanjian ini. 
(Pasal 9 ayat 1-4). 
2. Kewajiban Perum Pegadaian. 
a. Memberikan jumlah maksimum kredit, tujuan dan jangka 
waktu kredit. (Pasal 1 ayat 1,2,3). 
b. Memberikan sewa modal dan menetapkan biaya-biaya yang 
timbul dalam perjanjian ini. (Pasal 2 ayat 1 dan 4).\ 
3. Hak Nasabah. 
Menerima jumlah maksimum kredit, tujuan dan jangka waktu 
kredit. (Pasal 1 ayat 1-3). 
4. Kewajiban Nasabah. 
a. Membayar sewa modal dan biaya-biaya lainnya yang timbuk 
dalam perjanjian ini. (Pasal 2 ayat 1-4). 
b. Menyerahkan barang yang dijadikan objek jaminan. (Pasal 3 
ayat 1-6). 
c. Melakukan pemeliharaan barang jaminan nasabah. (Pasal 4 
ayat 1-5). 
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d. Melakukan pembayaran untuk pelunasan kredit. (Pasal 5 ayat 
1-7). 
e. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran. 
(Pasal 6 ayat 1-6). 
f. Melakukan penyerahan penggantian barang jaminan kepada 
nasabah apabila terjadi force majeur. (Pasal 8). 
g. Nasabah wajib memenuhi dan mentaati segala larangan dan 
sanksi yang diatur dalam perjanjian ini. (Pasal 10 ayat 1-4). 
h. Nasabah wajib mengetahui dan mematuhi masa berlaku 
perjanjian kredit ini. (Pasal 11 ayat 1-5). 
i. Semua kuasa nasabah yang diberikan dalam rangka 
pelaksanaan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali. (Pasal 
12) 
 Setelah surat perjanjian kuasa menjual telah disepakati dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dikanjutkan dengan 
penandatangan surat perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh 
notaries dan ditandatangani dihadapan notaries. Adapun hak dan 
kewajiban kedua belah pihak, (lihat lampiran IV, contoh perjanjian) 
yaitu: 
1. Hak Perum Pegadaian. 
a. Menerima objek jaminan fidusia. (Pasal 1 ayat 1 dan 2). 
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b. Apabila nasabah dianggap lalai, maka perum pegadaian 
dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. 
(Pasal 4 ayat 1 dan 2). 
c. Menerima semua pembayaran atas penjualan objek jaminan 
fidusia. (Pasal 5 ayat 1-3). 
d. Apabila nasabah tidak memenuhi segala kewajibannya, 
maka perum pegadaian dapat melakukan tindakan-tindakan 
yang dianggap perlu. (Pasal 7 ayat 2 dan 3). 
e. Dapat melakukan perubahan atau penyesuaian atas 
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini, (Pasal 10 ayat 
1 dan 2) 
f. Dapat mengajukan tuntutan hukum berdasarkan jaminana 
fidusia atas objek jaminan fidusia. 9Pasal 12 ayat 2). 
2. Kewajiban Perum Pegadaian 
a. Memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka 
penagihan objek jaminan fidusia. (Pasal 2 ayat 2) 
b. Melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia. (Pasal 9). 
3. Hak nasabah 
Memeriksa posisi objek jaminan fidusia. (Pasal 2 ayat 1) 
4. Kewajiban nasabah. 
a. Melakukan penagihan objek jaminan fidusia (Pasal 2 ayat 
1 dan 2). 
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b. Menjamin objek fidusia yang diberikan sebagai jaminan 
fidusia dan membebaskan dari semua tuntutan/gugatan 
yang diajukan oleh orang/pihak siapapun (Pasal 6 ayat 1 
dan 2) dan (Pasal 11 ayat 1 dan 2). 
c. Nasabah tidak berhak melakukan fidusia ulang atas objek 
jaminan fidusia yang sama. (Pasal 7 ayat 1) 
d. Membayar segala biaya-biaya yang timbul atas-
pembuatan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam perjanjian ini. (Pasal 13) 
 Meskipun telah diatur hak dan kewajiban sedemikian rupa 
seperti diatas tetapi kadang masih saja nasabah tidak mengetahui 
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Karena pada 
suatu kasus kadang-kadang barang jaminan yang dijaminkan 
dalam hal ini bertindak sebagai objek jaminan tidak sesuai lagi 
seperti pada saat pertama diajukan sebagai barang jaminan 
(rusak). Oleh karena itu pihak Perum Pegadaian mentaktisi dengan 
bekerjasama dengan pihak perusahaan asuransi agar tidak terjadi 
lagi kesenggangan pengembalian dana pada saat pelunasan kredit 
angsuran. 
B. Upaya-upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Perum Pegadaian 
Apabila Terjadi Resiko. 
Dalam hal terjadi resiko, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan 
(Saifuddin, SE wawancara tanggal 8 agustus 2006) yaitu : 
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1. Upaya-upaya persuasive 
Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancer, harap langsung 
dilakukan upaya-upaya pengendaliannya. Dima pejabat yang 
berwenang harus mencari sumber permasalahan dengan tetap 
mengacu pada buku sumplemen analisa kredt kelayakan usaha 
pegadaian. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mennganggsur 
atau tidak mampu lagi menganggsur, maka harap diproses 
penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan 
agunan/eksekusi barang jaminan. 
2. Somasi (Peringatan) 
Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah 
menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak 
sampa jatuh tempo, manager cabang harus memberikan surat 
peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali 
yaitu : 
a. Surat  peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah nasabah tanggal jatuh 
tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut 
nasabah tidak melakukan  angsuran. 
b. Surat peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan 
pertama I.  
c. Surat peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan  II 
 Isi surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus 
dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan tentang akan 
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dilakukannya upaya penyitaan dan eksekusi terhadap barang 
jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah 
dan lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map 
dokumen kredit nasabah yang bersangkutan. Surat peringatan 
dikirm dengan pos tercatat atau diantar langsung dan meminta 
tandatangan penerima surat dalam buku ekspedisi. 
3. Proses Pelaksanaan penarikan/peyitaan barang. 
Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk 
menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah 
berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. 
Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim 
asuransi telah diterima, setelah dikirim surat peringatan III dan 
sudah memenuhi syarat untuk dilakukan klaim asuransi, maka 
bersamaan dnegan oengajuan klain asuransi harap dilakukan 
proses penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan 
penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 42/1999 
(UU Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke kantor 
jaminan fidusia. Penyitaan dilakukan karena nasabah telah 
memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila 
nasabah tidak menepati janji membayar kewajibanya sesuai yang 
tertera dalam perjanjian utang piutang. Pengembalian barang 
jaminan dilakukan Penyelenggara kredit KREASI dilakukan 7 
(tujuh) hari setelah dikirim surat peringatan III atau 28 hari setelah 
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jatuh tempo angsuran ketiga yang macet dari angsuran terakhir. 
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
setelah surat peringatan III dikirimkan kepada nasabah, barang 
jaminan sudah harus berada dalam penguasaan cabang 
penyelenggara kredit KREASI. Proses penyitaan dilakukan 
sebagai berikut :  
a. Manager cabang dan pengelola layananan KUMK agar 
mendatangi langsung ke alamat nasabah. 
b. Apabila barang jaminan sudah ada meskipun nasabaha 
misalnya telah meninggal dunia maka harap dilakukan 
pengembalian paksa barang jaminan secara persuasive 
dengan mengingat bahwa sesuai perjanjian kredit yang 
telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib 
menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian 
guna membeyar utang berikut bunga, denda dan biaya 
lainnya. 
c. Dalam proses eksekusi tersebut harap dijelaskan bahwa 
pemprosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana 
diatur dalam surat edaran telah diikat secara hukum fidusia 
sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita 
barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui 
putusan pengadilan. Sedang untuk kkredit  dibawah jumlah 
tertentu nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera 
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janji sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka untuk 
melunasi kredit, nasabah telah member kuasa kepada 
pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang 
diperjanjikan dan member kuasa kepada pegadaian untuk 
melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan 
agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat. 
d. Kegiatan ini harus diperjuangkan dengan benar-benar 
apabila nasabah melakukan perlawanan/menolak 
memberikan agunan harap diingatkan bahwa perjanjian 
merupakan uu tertinggi bagi para pihak yang membuatnya 
dan pegadaian hanya akan mngambil sisa pokok pinjaman 
yang belum kembali, sewa modal dengan tariff pelunasan 
sekaligus denda dan biaya penarikan barang jaminan. 
e.  Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum 
atau melapor ke kepolisian maka cabang agar sedapat 
mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa 
penarikan barang jaminan sesuai dengan isi perjanjian yang 
dibuat kedua belah pihak. Kemudan harap dijelaksn bahwa 
pegadaian memberikan usaha sesuai dengan pengaturan 
pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang 
sah. 
f. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang 
jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang 
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dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas 
biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil 
penjualan barang jaminan yang berhasil disita.  
g.  Apabila dengan cara tersebut belum berhasil menarik 
agunan maka permasalahan kredit macet tersebut harap 
ditangani tim hukum kanwil. Tim tersebut supaya 
menangani mengentaskan permasalahan tersebut dengan 
menggunakan argument dasar hukum pegadaian dalam 
menjalankan kredit KREASI. 
4. Proses penarikan/penyitaan/ekseskusi barang jaminan. 
a.  Pegawai fungsioanl/asman KUMK  
1. Setelah 3 kali berturut-turut nasabah tidak 
mengangsur/melunasi angsuran terakhir mengirimkan 
surat peringatan (I/II/III) kepada nasabah yang 
wanprestasi dan melaporkan hasilnya kepada manager 
cabang. 
2. Setelah surat peringatan III  tidak dipenuhi siapkan form 
KUMK-9 (berita acara pengambil alih barang jaminan) 
beserta berkas-berkas dokumen kredit atas nama 
nasabah. 
3. Menyerahkan form KUMK-9 dan berkas-berkas 
dokumen kredit nasabah kepada manager cabang. 
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4. Menerima kembali form KUMK-9 yang telah 
ditandatangani berikut berkas-berkas dokumen kredit 
nasabah. 
5. Berdasarkan form KUMK-9 yang telah ditandatangani 
catat dalam form KUKM-11a (register barang jaminan 
KUMK yang akan dilelang/dijual). 
b. Manager Cabang 
1. Menerima form KUMK-9 berikut berkas-berkas dokumen 
kredit nasabah. 
2. Meneliti berkas dokumen kredit nasabah selanjutnya 
dibuat surat tugas penarikan barang jaminan. 
3. Menugaskan dua orang pegawai untuk melaksanakan 
penarikan barang jaminan ataau dapat juga 
dilaksanakan manager cabang/petuggas fungsional 
kredit KREASI didampingi oleh 1 orang pegawai. 
4. Menerima barang jaminan dan form KUMK-9 yang telah 
ditandatangani berikut berkas dokumen kredit nasabah 
dari petugas. 
5. Menyerahkan form KUMK-9 dan berkas dokumen kredit 
nasabah ke bagian administrasi. 
6. Menyerahkan barang jaminan kepada pemegang 
barang jaminan yang akan melelang/menjual. 
c. Pelaksana penarikan barang jaminan. 
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1. Menerima surat tugas dan form KUMK-9 berikut berkas 
dokumen kredit nasabah dari manager cabang untuk 
melaksanakan penarikan barang jaminan.  
2. Mendatangi nasabah untuk melaksanakan penarikan 
barang jaminan. 
3. Apabila nasabah tidak ada ditempat atau nasabah tidak 
bersedia menyerahkan barang jaminan petugas kembali 
ke kantor untuk melaporkan hasilnya dan 
mengupayakan penarikan pada lain hari. 
4. Apabila nasabah bersedia menyerahkan barang jaminan 
maka :  
 Cocokkan identitas barang jaminan dengan identitas 
yang ada pada berkas kredit nasabah. 
 Isi form KUMK-9 (rangkap 2) dan ditandatangani olh 
petugas nasabah dan dua orang saksi. 
5. Serahkan 2 lembar form KUMK-9 kepada nasabah. 
6. Membawa barang jaminan ke kantor cabang 
penyelenggara kredit KREASI. 
7. Melapor sambil menyerahkan barang jaminan kepada 
manager cabang dengan menyerahkan lembar I form 
KUMK-9 dan berkas dokumen kredit nasabah. 
d.  Pemegang barang jaminan yang akan dilelang 
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Menerima barang jaminan hasil eksekusi dari manager 
cabang dan menyimpannya di gudang. 
 Lebih lanjut dalam pelaksanaan kredit KREASI sistem fidusia 
masih belum betul-betul dapat dipahami oleh nasabah, hal ini 
bukan karena produk kreasi yang masih anyar dalam 
peluncurannya tapi juga sistem fidusia sendiri yang tabu dalam 
pelaksanaan kredit angsuran. 
 Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit angsuran 
sistem fidusia di perum pegadaian, sebagian nasabah mampu 
menjalankan kredit ini dengan baik dnegan menjalankan 
kewajibannya melakukan pembayaran dan pelunasan angsuran 
kredit saat melakukan perjanjian. Namun ada juga kasus 
keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran 
bahkan ada juga nasabah yang tidak sanggup melunasi sisa 
angsuran kredit. 
Untuk kasus keterlambatan pembayaran angsuran kredit, pihak 
perum pegadaian masih memberikan kebijaksanaan batas waktu 
pembayaran dengan catatan nasabah harus membayar denda 
tunggakan yang telajh ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian. 
Sedangkan pada kasus ketidaksanggupan nasabah untuk melunasi 
angsuran kreditnya pihak perum pegadaian akan mengeksekusi 
barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah kepada perusahaan 
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sesuai dengan perjanjian dan yang telah mendapat putusan yang 
sah dan tetap dari pengadilan setempat dan lebih lanjut 
perusahaan akan melakukan pelelangan barang jaminan sebagai 
pengganti angsuran nasabah. 
Dari beberapa kasus yang muncul diatas selama ini sebagian besar 
masih diselesaikan melalui jalur nonlitigasi hal ini terjadi karena 
adanya kesadaran dan itikad baik nasabah dalam menjalin 
hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak perum pegadaian 
dengan nasabah diharapkan akan menjadi langkah awal 
kebangkitan usaha-usaha kecil menjadi industri yang dapat 
bersaing dengan produk luar sehingga dapat menajdi tuan rumah di 
negri sendiri.  
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PENUTUP 
1. Kesimpulan 
1. Untuk memperoleh kredit ansuran sistem kredit fidusia maka 
terlebih dahulu pihak nasabah harus memenuhi persyratan –
persyratan yang ditetpkan oleh pihak perum pegadaian,selajutnya 
setelah memenuhi syarat – syrat yang ditetapkan oleh pihak perum 
pegadaian maka selanjutnya nasabah dapat mengajukan 
permohonan kredit dan kedua belah ppihak harus memenuhi 
seluruh kewajiban – kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. 
2. Dalam hal terjadinya resiko, maka upaya –upaya hukum yang 
harus dilakukan adalah upaya persuasive kepada nasabah 
selanjutnya apabilah tidak berhasil maka dilakukan somasi yaitu 
memberikan surat peringatan sebanyak 3 tiga kali dan apabilah 
tidak juga ada tanggapan dari nasabah maka akan dilaukan 
tindakan tegas yaitu berupa penarikan barang jaminan yang 
ditandai dengan penyitaan dan penyerahan surat 
eksekusi.selanjutnya untuk menutupi surplus kredit nsuran 
perusahaan melakukan pelelangan terhadap barang barang 
jaminan tersebut. 
2. Saran 
1. Dalam memberikan kredit kepada nasabah,sebaiknya pihak perum 
pegadaian lebih dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban 
nasabah dengan hak dan kewajiban perusahaan dalam pemberian 
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kredit KREASI pihak perusahaan harus lebih jeli memandang 
realitas kehidupan pengusaha mikro- kecil dalam menentukan 
barang jaminan kredit yang tidak hanya terpaku pada kendaraan 
bermotor baik roda empat maupun roda dua hal ini dikarenakan 
tidak semua pengusaha mikro – kecil sejajar dala strata kehidupan 
,dengan dapat memiliki barang yang bersifat skunder yang dapat 
dijadikan objek jaminan. 
2. Sedapat mungkin pihak perum pegadian sebagai salah satu BUMN 
yang diakui negara ini. Lebih gencar melakukan promosi agar 
dapat mendistribusikan kredit sistem fidusiia (KREASI) kepada 
pengusaha mikro- kecil yang dapat membantu memback up 
keuanagan mereka sehingga lebih dapat dan betul betul 
dimanfaatkan dalam pengembangan usahanya. 
3. Perum pegadaian lebih dapat mengorrganisasikan dan 
merencanakan pembukaan –pembukaan cabang penyelenggaraan 
kredit KREASI keseluruh kantor cabang. 
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